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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pergerakan makhluk sosial dan ilmu pengetahuan mengalami 

perkembangan yang bisa dikatakan cepat, begitu pula dengan nilai dan norma 

yang tumbuh dan menjadi suatu kebiasaan, pun masyarakat dapat dengan taktis 

menyesuaikan perkembangan tersebut. Maka dari itu, masyarakat maupun para 

sarjana pada era sekarang harus dengan sigap mengimbangi ilmu pengetahuan 

yang dikuasai agar dapat menyesuaikan dengan pengetahuan modern.  

Diantara perkembangan modern ini, ilmu dalam bidang kedokteran pun 

tidak kalah penting dengan ilmu-ilmu lain. Dengan adanya perkembangan 

teknologi di bidang kedokteran ini, maka hal yang berkaitan dan identik dengan 

suatu penyakit dapat dilakukan dan ditangani dengan lebih akurat, sehingga dapat 

dilaksanakan secara efisien.  

Setiap orang yang membawa diri mereka dalam kondisi tidak normal ke 

dokter berharap bahwa mereka dapat sembuh, tentu saja dengan kemungkinan 

yang terjadi saat kita melakukan pengobatan ialah menjadi lebih baik atau 

kemungkinan lainnya adalah kondisi diri yang semakin memburuk, bahkan pula 

tejadi kemungkinan lain yang tidak diinginkan manusia pada umumnya, ialah 

berakhir dengan kematian.
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Berbicara mengenai kematian, berdasarkan cara terjadinya dibagi menjadi 

tiga jenis dalam ilmu pengetahuan,1 salah satunya Euthanasia, adalah kematian 

yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Euthanasia 

menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Euthanasia pada dasarnya 

berasal dari kata Eu yang artinya baik dan Thanatos yang artinya mati. 

Euthanasia atau dipahami sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan suatu cara 

tertentu melalui praktek kedokteran adalah salah satu persoalan yang sampai saat 

ini masih menimbulkan perdebatan panjang.2
  

Pada kematian jenis euthanasia ini 

mulai menjadi sorotan dunia sehingga menjadi perhatian besar yang membuat 

orang tertarik untuk menkajinya, tetapi dalam hal tersebut hak untuk menentukan 

kematian tetap tidak dapat diakui.3 Dan dalam dunia medis euthanasia dapat 

diartikan sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan” (mercy killing) terhadap 

pasien yang tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan.4 

Di negara Belanda kasus Euthanasia yang pertama terjadi pada tahun 

1952, ketika pengadilan di Utrech dalam keputusannya pada tanggal 11 Maret 

1952 menjatuhkan hukuman bersyarat kepada seorang dokter, yang atas 

permintaan dengan jalan suntikan mengakhiri hidup kakaknya yang sangat 

menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga terhadap kasus 

                                                             
1 Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, Euthanasia hak asasi manusia dan hukum 

pidana, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 9-10. 
2 Imam Hilman, “Euthanasia: Sebuah Pemikiran”, Jurnal Harian Pikiran Rakyat, 12 

Oktober 2004, hlm. 4. https://www.annursolo.com/praktek-euthanasia-dalam-tinjauan-hukum-
islam/ diakses pada tanggal 17 Desember 2020 

3 Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, 
Buku Kedokteran EGC,  hlm.118.  

4  Surat Edaran Ikatan Dokter Indonensia (IDI) No.702/PB/H.2/09/2004 tentang 
Euthanasia.  
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Leeuwarder Euthanasia proses 1973. 5  Pengadilan Leeuwarder dalam 

keputusannya tanggal 21 Januari 1973 menjatuhkan hukuman bersyarat selama 

satu minggu kepada Nyonya Posman yang telah sengaja memberikan suntikan 

kepada ibunya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dua 

putusan pengadilan tersebut membuktikan bahwa di Belanda, Euthanasia belum 

dapat dilakukan.6  

Kasus euthanasia pernah terjadi di Indonesia, salah satu dari empat kasus 

yang telah di ketahui penulis ialah kasus yang terjadi pada tahun 2004 atas nama 

Agian Isna Nauli alias Agian, Agian diketahui telah lama tidak sadarkan diri 

selama di rumah sakit pasca melahirkan anaknya. Karena alasan perekonomian 

yang dialami suami Agian, Hasan Kesuma, maka Hasan Kesuma pun meminta 

kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya tersebut untuk suntik mati atau 

yang dikenal sebagai euthanasia kepada istrinya yang tidak kunjung sadar dari 

keadaan komanya dan dirasa tidak ada harapan untuk bisa hidup normal kembali. 

Atas pengajuannya tersebut, rumah sakit tidak dapat untuk mengabulkan 

permintaan Hasan Kesuma karena hal tersebut dianggap melanggar Kode Etik 

Kedokteran dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.7 Kasus lain juga 

terjadi kepada Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (sepasang suami isteri) pada tahun 

2005, Siti Zulaeha mengalami koma dan hidupnya pun harus menggunakan alat 

bantu pernafasan (respirator), disamping alsan kondisi ekonomi Rudi Hartono 
                                                             

5 Lilik Purwastuti Yudaningsih, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum 
Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm.111. https://media.neliti.com/media/publications/43316-
ID-tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf diakses pada tanggal 17 
Desember 2020 

6 Ibid 
7  https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-

pasif diakses pada 22 Mei 2020 pukul 20.18 WIB. 
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juga beralasan kasih sayang bahwa ia tidak tega melihat istrina tersebut terlalu 

lama menderita, akhirnya Rudi Hartono mengajukan penetapan izin euthanasia di 

Pengadilan Negeri.8 

Dari keempat kasus yang telah penulis baca, bahwa alasan pengajuan 

euthanasia tersebut selalu didominasi oleh latar belakang kondisi ekonomi dari 

pelaku yang akan mengajukan euthanasia itu sendiri. Di Indonesia pun hingga 

saat ini pun belum ada hukum yang mengatur secara konkret mengenai 

euthanasia. Euthanasia karena keiinginan dari diri sendiri sama saja seperti 

melakukan perbuatan pidana yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Namun hal 

ini masih diperdebatan dari setiap pihak yang menyetujui maupun menentang 

keras euthanasia ini karna perspektif dan landasan mereka masing-masing dan 

apabila dilihat dengan sekilas, tindakan euthanasia ini sama seperti tindakan 

pembunuhan dikarenakan tindakannya menghilangkan nyawa orang lain tanpa 

adanya hak. Namun jika dilihat dari alasannya ialah adanya permintaan dari 

keluarga korban dan dengan alasan belas kasihan semata, maka perbuatan tersebut 

bukanlah perbuatan tindak pidana.9 

Salah satu pasal yang dapat digunakan dan dijadikan sebagai dasar hukum 

untuk di analisis dalam kasus Euthanasia adalah ada pada di dalam Kitab undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pasal yang berkaitan dengan 

perbuatan yang menyangkut tentang jiwa manusia. Dimana pasal yang dapat 

                                                             
8 Indrie Prihastuti, “Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis 

dan Aspek Yuridis di Indonesia”, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 1 No, 2 tahun 2018, hlm. 85. 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/13995 diakses pada tanggal 17 
Desember 2020 

9 Ahmad Wardi Muslich, Loc. Cit., hlm. 4. 



5 

 

 

dikatakan hampir memenuhi kriteria berhubungan dengan jiwa manusia ialah 

pada Pasal 344 KUHP Bab XIX dalam Buku Kedua. Peletakan Pasal 344 KUHP 

menunjukkan seakan pembentuk undang-undang telah memperkirakan 

permasalahan euthanasia pernah dan akan terjadi di Indonesia sekalipun demikian 

pasal ini belum pernah secara nyata menghadapi perbuatan euthanasia sebagai 

tindak pidana. Hal ini disebabkan perumusan pasal yang menimbulkan kesulitan 

dalam pembuktian, yakni adanya kata-kata "atas permintaan sendiri" yang disertai 

pula kalimat "yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" Oleh karena dalam 

kenyataannya Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan sehingga muncul beberapa 

kalangan yang mengatakan bahwa sebaiknya redaksi Pasal 344 KUHP 

dirumuskan kembali berdasarkan kenyataankenyataan yang terjadi sekarang dan 

dimasa mendatang, yang disesuaikan dengan perkembangan medis. Dengan 

rumusan baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan 

kasuskasus euthanasia dengan hukum pidana.10 

Perdebatan mengenai masalah euthanasia ini tidak pernah berakhir dan 

alasan perdebatan pun dikarenakan masalah legalisasi dan perbuatan manusia itu 

sendiri, perdebatan ini tidak akan menemukan titik terang selagi selama belum ada 

peraturan yang menetapkannya yang mana yang seharusnya dilakukan dan yang 

tidak dilakukan.  

 

                                                             
10 Haryadi, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, 

jurnal ilmu hukum, 2011. https://www.neliti.com/publications/43202/masalah-euthanasia-dalam-
hubungannya-dengan-hak-asasi-manusia diakses pada tanggal 17 Desember 2020 
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Dari pihak yang setuju, mereka beranggapan bahwa hal ini berdasar pada 

setiap manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mengakhiri hidupnya dan 

semua ini dilakukan dengan alasan kemanusiaan.11 Ditinjau dari pandangan hak 

asasi manusia, hak hidup merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap 

manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia 

untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak 

Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas penghidupan, 

kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf 

hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup pula semakindipertegas dalam 

Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu : Setiap orang memiliki 

hak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan tarap 

kehidupannya. 12 Hak atas kehidupan ini pula secara eksplisit menerangkan bahwa 

merekalah yang dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri dan itu merupakan 

hak yang melekat pada diri mereka sebagai pemilik dari tubuh/raga mereka. 

Mereka yang menolak secara terang-terangan juga beranggapan bahwa 

nyawa seseorang tidak dapat dengan mudah atas tindakannya sendiri untuk 

dihilangkan. Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

                                                             
11 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum 

Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, No.1 Vol. 1, 2016. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/348/0 
diakses pada tanggal 17 Desember 2020 

12 Lilik Purwastuti Yudaningsih, Op.cit. 
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karena dapat mengakhiri hidup pasien yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan 

atau menghentikan pengobatan dan penanganan kepada pasien yang sedang 

menderita. Dalam hal ini dokterlah yang mempunyai peranan sekaligus dapat 

dijadikan pelaku tindak pidana walaupun dengan maksud yang baik.13  

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jalannya berbagai ilmu dengan 

berkembangnya zaman, menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan 

euthanasia dengan hak-hak asasi manusia (HAM)? Dimana kita pula tahu, HAM 

sudah maupun sedang menjadi isu internasional. HAM yang tidak hanya 

menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global, 

bahkan lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu. 

14 Namun di satu sisi pula Indonesia merupakan negara yang berdasar pada 

hukum, dimana hal  ini tercantum dalam konstitusinya pada Pasal 1 ayat (3) yang 

bunyinya ialah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.15   

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah karena euthanasia merupakan suatu 

hal yang mengakhiri hidup orang lain yang dimana mengakhiri hidup orang lain 

itu sendiri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya orang 

mengakhiri hidupnya sendiri, akan tetapi diawasi oleh Dokter. Penelitian ini 

tentunya menjadi menarik karena euthanasia merupakan suatu hal yang dilarang 

yaitu mengakhiri hidup manusia. Dengan ini apabila dilihat pada perspektif 

                                                             
13 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 

38.  
14 Kurnia TS, 2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM Di Indonesia, 

Bandung, P.T. Alimni, hlm.44.  
15 (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam 

satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. hlm.. 5. 
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hukum pidana dan terlebih lagi Hukum Asasi Manusia merupakan pondasi yang 

cukup kuat untuk menentang euthanasia secara rinci. 

Sampai saat ini, peraturan mengenai Euthanasia di Indonesia masih belum 

diatur secara terperinci dalam praktiknya. Maka dari itu berdasarkan uraian yang 

telah disampaikan, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai 

Euthanasia, sehingga penulis memilih judul “EUTHANASIA DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA DI 

INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pidana tentang Euthanasia di 

Indonesia yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku euthanasia dilihat dari 

perspektif pidana dan hak asasi manusia?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa peraturan euthanasia di Indonesia yang sejauh ini 

masih belum konkret dan tidak tercermin penerapan prinsip hak asasi 

manusia. 

2. Untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana euthanasia yang 

sesuai dengan konsep hukum pidana di Indonesia dan prinsip HAM. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skrpsi ini antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  

akademisi hukum serta untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu 

hukum khususnya hukum Pidana dan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat Untuk Pelaku dan yang Mengajukan Euthanasia  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pihak pelaku Euthanasia 

dan yang mengajukan euthanasia ini dapat diterima para pihak sebagai 

informasi untuk mengantisipasi terhadap masalah yang sama akan timbul 

dikemudian hari maupun penyalahgunaan keputusan dalam melakukan 

euthanasia tanpa pertimbangan yang  baik. 

2) Manfaat Untuk Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah 

dalam peninjauan Undang-Undang  atau Aturan Pemerintah, maupun dalam 

membuat Undang-Undang. Manfaat yang dapat diterima oleh Pemerintah 

disini ialah berupa informasi terhadap Undang-Undang dan Aturan 

Pemerintah ataupun saat hendak membuat Undang-Undang yang masih 

kurang selaras terhadap kebutuhan. 
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E. Ruang Lingkup 

Penulisan yang dilakukan adalah penulisan dalam bidang Hukum Pidana 

yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam bidang 

Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada Undang-Undang No.39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

F. Kerangka Konseptual 

1) Asas Legalitas 

Asas yang tedapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini memiliki arti yang 

bisa dikatakan masih sangat luas. Asas legalitas pun selalu dijadikan dasar hukum 

yang kuat bagi negara-negara yang mengakui dirinya sebagai Negara Hukum, 

termasuk pula Negara Indonesia salah satunya. 

Mengingat hakekat dari asas legalitas sendiri bertujuan untuk mewujudkan 

satu kepastian hukum maka setiap perbuatan yang dilarang haruslah di sebutkan 

dengan jelas dan tegas berikut sanksinya di dalam suatu ketentuan hukum. Bentuk 

ketentuan hukum ini sendiri bisa bermacammacam, berupa peraturan perundang-

undangan ataupun hukum tidak tertulis.  

Di dalam hukum tidak tertulis harus di lihat apakah terdapat satu 

parameter yang jelas tentang ada atau tidaknya satu perbuatan yang dilarang oleh 

masyarakat adat. Parameter ini dapat dilihat dari pertama, ada atau tidaknya 

masyarakat yang mendukung hukum itu, kedua eksistensi lembaga adat sebagai 
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penegak hukum, ketiga adanya sanksi dan penegakkan sanksi atas pelanggaran 

yang terjadi.  

Dasar pemberlakuan hukum tidak tertulis ini juga tidak boleh di dasarkan 

atas pemahaman materiil tetapi harus merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 16 

2) Teori Pemidanaan 

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive/Vergeldingstheorieen) 

Teori pembalasan mengaminkan pemidanaan terhadap seseorang melakukan 

sebuah tindakan pidana. Kepada pelaku tindak pidana secara mutlak harus 

diberikan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari 

pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari 

perbuatan atau kesalahan dari penjahat.17 Menurut Immanuel Kant, pidana ialah 

“Kategorische Imperatif” yang berarti seseorang harus dipidana Hakim karena 

perbuatannya yang telah melakukan kejahatan sehingga mendapat pidana sebagai  

suatu tuntutan keadilan.18  

 

 

                                                             
16  Hwian Christianto,  pembaharuan makna Asas legalitas, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009. 
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1512/1431 diakses pada tanggal 17 Desember 
2020 

17 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Jakarta, Alumni AHMPTHM,  hlm. 59. 

18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, 
Alumni, hlm.70. 
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Teori Absolut mengartikan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan 

itu pula. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” 

(vergelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan 

itulah yang menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan 

penderitaan kepada subjek yang melakukan perbuatan dan menyebabkan 

penderitaan tadi (leet net vergelden:penderitaan dibalas dengan penderitaan).19 

b. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen) 

Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan bukanlah sebagai bentuk 

pembalasan atas kesalahan dari diri pelaku, tetapi sebagai sarana yang memiliki 

tunjuan bermanfaat untuk memberikan perlindungan masyarakat menuju 

kesejahteraan. Teori ini memiliki tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, 

yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Dari teori ini, hukuman 

yang berikan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni 

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan 

hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah 

untuk mencegah (prevensi) dari kejahatan itu sendiri.20 

 

                                                             
19 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Jakarta: Balai 

Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 48. 
 
20 Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 

2009, hlm. 100. 
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c. Teori Gabungan (Virenigingstheorieen) 

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 

asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, maksudnya ialah dua alasan itu 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah 

gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan 

bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum 

dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.21 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :22  

Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 

boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, 

tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 

perbuatan yang dilakukan terpidana. 

 

 

 

 

                                                             
21 Ibid, hlm.101. 
22  Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 

162-163. 
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3) Teori Hak Asasi Manusia 

a. Teori Hak-Hak Alami (Natural Rights Theory) 

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan 

tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (human right are rights that 

belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as 

human beings). Hak-hak tersebut juga termasuk pula hak untuk hidup, kebebasan 

dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak 

diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena 

HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya 

semata-mata berasal dari manusia.23 

Teori hak-hak kodrati sangat berposisi dalam menyiapkan sebuah dasar 

dalam sebuah sistem hukum yang dianggap superior dibandingkan hukum 

nasional negara, yaitu norma HAM internasional. Kemunculan sebagai norma 

internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi 

sama dari konsep dasar sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang ada di 

dalamnya juga telah sangat berbeda melampaui substansi hak-hak yang 

terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke).  

 

 

                                                             
23 Andrey Sujatmoko, 2015, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali 

Pers, hlm.7. Lihat dalam Scott Davidson, 2004, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek 
dalam Pergaulan Internasional, Jakarta, Pustaka Utama Grafti, hlm.2.  
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Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada 

hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-

hak “baru” yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah 

seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.24 

b. Teori Positivisme (Positivist Theory) 

Mereka yang menganut teori ini memiliki pandangan bahwa dikarenakan 

hak haruslah tertuang dalam hukum yang rill, maka dipandang sebagai hak 

melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by 

constitution, laws, and contracts). Teori ini memiliki kekuatan teruntuk serangan 

dan penolakan dari utilitarian, dengan pengembangan belakangan yang 

tersistematis dari John Austin. Kaum positivis berpandangan bahwa eksistensi dan 

isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang 

sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun 

“moral”.25 

 

 

 

 
                                                             

24 Ibid. hlm.9, lihat juga Rhona K. M. Smith, et. al., eds., 2008, Hukum Hak Asasi 
Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm.11.  

25 Rhona K. M. Smith, op. cit., hlm.13., lihat juga John Austin, 1832, The Province of 
Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.), Cambridge, Cambridge University Press.  
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c. Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativist Theory) 

Teori ini dapat dikatakan sebagai anti-tesis dari teori hak-hak alami (natural 

rights). Teori ini beranggapan bahwa hak bersifat universal merupakan kesalahan 

satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, yang dapat juga 

dikatakan segabai imperialisme kultural (cultural imperialism). Yang lebih 

difokuskan dalam teori ini ialah bahwa mahluk sosial memiliki susunan dari 

interaksi sosial, kultural, perbedaan tradisi budaya, dan peradabana yang berisikan 

perbedaan cara pandang kemanusiaan (different ways of being human). Maka dari 

itu, orang-orang yang memiliki paham dari teori ini mengatakan, that rights 

belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of 

desocialized and deculturized beings.26 

G. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan 

yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum 

identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga 

atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu 

sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan kehidupan 

masarakat yang nyata.27 

 

 

                                                             
26 Ibid 
27 Johnny Ibrahim, 2006, ,Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang: 

Bayumedia Publishing, hlm.295. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Appproach) 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta 

mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 

yang sediang diteliti.28  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan 

isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 29 

d. Pendekatan Komparatif (comparative approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan berbagai teori, 

hukum, maupun undang-undang yang berkaitan dengan bahan penulisan. 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari 

perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia . 

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku 

ilmiah, artikel media cetak, dan hasil penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, dimana bahan hukum ini akan bermanfaat 

sebagai pelengkap atau penjelasan dari bahan hukum primer dan 
                                                             

28 Peter Mahmud Marzuki,2011, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”. Jakarta, Prenada 
Media, hlm.93. 

29 Ibid, hlm.94. 
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sekunder itu sendiri seperti surat keputusan atau ketetapan, informasi 

yang berasal dari media elektronik/internet mengenai permasalahan 

yang sedang dikaji, kamus hukum, dan sejenisnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu studi 

kepustakaan, dan Sumber data diperoleh dari Undang – Undang, Buku – Buku, 

serta Jurnal yang tersedia di media elektronik/internet. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif 

dan lengkap yang menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang baik. 

Analisis akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum normatif, agar sesuai dengan tujuan (hasil) yang diinginkan. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu 

cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan 

tersebut.30 

 

                                                             
30  Surakhmad Winarmo, 1994, Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar 

Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik.Bandung, Tarsio, hlm.17. 
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